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ABSTRAK 

 
Kehadiran korporasi ternyata tidak sepenuhnya memberikan dampak yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, akan tetapi korporasi juga 

memberikan dampak yang negatif. Diakuinya subjek hukum korporasi adalah 

bentuk progresif dalam hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan 

yang dilakukan oleh korporasi. Namun dalam praktik nya memang tidak mudah, 

karena yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana membebankan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang tidak memiliki kalbu dan 

pemidanaan terhadap korporasi memiliki tujuan yang berbeda dengan manusia. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hanya fokus kepada dua permasalahan 

utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan 

Direktur Utama dan bagaimana Urgensi pemidanaan korporasi atas tindakan dari 

Direktur Utama dalam kasus penambangan tanpa izin pada Putusan Nomor 

41/Pid.b/LH/2021/PN. Lss. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum 

primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu doktrin-

doktrin terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan dari Sukarman yang 

menjadi terdakwa dalam Putusan Nomor 41/Pid.b/LH/2021/PN. Lss, dapat 

diatributkan sebagai perbuatan dari korporasi. Karena perbuatan Sukarman 

dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta perbuatan tersebut dilakukan dalam 

lingkup kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. Mega Buana Mineral, 

sehingga korporasi dapat memperoleh keuntungan atas perbuatan yang dilakukan 

Sukarman. Sehingga dalam hal ini PT. Mega Buana Mineral seyogyanya dapat 

dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh 

Sukarman. Atas dasar tersebut, cukup beralasan bahwasannya pemidanaan terhadap 

PT. Mega Buana Mineral dapat dilaksanakan, dan pemidanaan terhadap PT. Mega 

Buana Mineral merupakan bentuk pencegahan umum maupun khusus sebagaimana 

penempatan fungsi hukum pidana sebagai primum remedium terhadap subjek 

hukum korporasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait dengan 

pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi. Dengan adanya penelitian 

ini, diharapkan bagi para penegak hukum agar tidak hanya menititk beratkan 

kepada manusia sebagai subjek hukum, karena pengakuan subjek hukum korporasi 

telah diatur dalam peraturan-perundangan khusus diluar KUHP. Sehingga 

pemidanaan terhadap korporasi dapat dilaksanakan, dan dapat mencerminkan 

hukum pidana yang progresif. 
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